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ABSTRACT: This study aims to determine the various factors that can affect the compliance of rural and urban land and building taxpayers in Dompu district with taxpayer awareness as a moderating variable. Sampling using purposive sampling method. The type of data used in this research is primary data, which is collected through surveys. Respondents in this study were taxpayers who were in 4 sub-districts, namely taxpayers in Woja District, Pajo District, Hu'u District and Dompu District with a total of 100 respondents. The data analysis technique used multiple linear regression analysis using SPSS tools. This study found that taxpayer knowledge, tax sanctions affect the compliance of PBB-P2 taxpayers in Dompu Regency. Then the knowledge of taxpayers with awareness of taxpayers as a moderating variable affects taxpayer compliance with moderating variables of taxpayer awareness. Tax sanctions with taxpayer awareness as a moderating variable affect taxpayer compliance.
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Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Dompu Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi 

Muh. Syahru Ramadhan1*, Samsudin2, Rahmatul Laili3
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Dompu


ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten dompu dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui survey. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di 4 Kecamatan, yaitu Wajib Pajak di Kecamatan Woja, Kecamatan Pajo, Kecamatan Hu’u dan Kecamatan Dompu yang jumlah 100 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu SPSS. Studi ini menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Dompu. Kemudian pengetahuan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebegai variabel pemodearsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi kesadaran wajib pajak. Sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.
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PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pemerintah. Peraturan tersebut sudah beberapa kali diubah seiring dengan kompleksnya system pemungutan pajak bumi dan bangunan, yang berdampak pada perekonomian Negara. Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Arah perubahan Undang-undang tentang PBB ini lebih ditekankan pada system pelayanan pajak dan memungut PBB. Perubahan kebijakan ini bukan tanpa alasan, karena mekanisme pemungutan pajak Pemerintah yang memegang peranan penting dalam kemajuan perekonomian Negara. Pembayaran pajak erat kaitannya dengan kepatuhan untuk membayar pajak. Semakin kecil tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang tidak dilunasi/dibayar. Kepatuhan pajak menjadi salah satu penunjang yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Wijayanti dan Sukartha, 2018). 
Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Adiasa, 2013). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak sangat dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak, begitu pula dalam pemungutan pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak bumi dan bangunan. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrument ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan (Wijayanti dan Sukartha, 2018).
Beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia yang sampai saat ini masih membutuhkan jalan penyelesaian oleh Direktorat Jendral Pajak. Beberapa diantaranya adalah realisasi yang tercatat oleh Yuspin Dramatin selaku Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari 10 Kecamatan di Jakarta Selatan mencapai 88,21% atau Rp 2,5 triliun. Pencapaian tersebut didapatkan setelah pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun 2018 melewati tanggal jatuh tempo. Yuspin memberitahukan bahwa target penerimaan pajak PBB-P2 di Jakarta Selatan sebesar Rp 2,9 triliun dan sudah terealisasi sebesarRp 2,5 triliun atau 88,21%. Wajib pajak yang membayar pajak melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi sebesar 2% tiap bulannya. Pihak pajak akan menyampaikan himbauan kepada penunggak pajak dalam waktu dekat karena Pajak yang belum terbayarkan sebanyak Rp 220 miliar lebih. Himbauan yang akan disampaikan kepenunggak pajak akan disertai tenggat pembayaran. Apabila melewati tenggat waktu, pihak pajak akan menempelkan stiker dan plang menunggak pajak (Nailutfar, 2018).
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat dengan (PBB-P2) merupakan hal yang sangat penting bagi suatu daerah karena PBB-P2 menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Kabupaten Dompu merupakan salah satu contoh Kabupaten yang mengalami peningkatan pendapatan asli daerah karena adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2. Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dompu pada tahun 2017 dari target ketetapan PBB-P2 yang dibebankan sebesar Rp. 1.883.672.279,- terealisasikan sebesar Rp.1.038.861.154,- atau dalam persentase mencapai 55,15 % sehingga menyisakan piutang pajak sebesar Rp. 844.811.125,-lalu pada tahun 2018 dari target ketetapan PBB-P2 yang dibebankan sebesar Rp. 2.830.666.338,- terealisasikan sebesar Rp.1.090.895.284,- atau dalam persentase hanya mencapai 38,54 % sehingga menyisakan piutang sebesar Rp. 1.739.771.054,- dan di tahun 2019 dari target ketetapan PBB-P2 yang dibebankan sebesar Rp. 2.770.342.778,- tereralisasikan sebesar Rp. 1.205.436.029,- atau dalam persentase sebesar 43,51% sehingga menyisakan piutang pajak sebesar Rp. 1.564.906.749,-. Walaupun di tahun 2017 pencapaian PBB-P2 tinggi namun di tahun selanjutnya mengalami penurunan dan di tahun selanjutnya lagi mengalami peningkatan namun tidak lebih tinggi dari tahun 2017. Tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang kurang dapat dilihat dari penerimaan pajak yang masih memiliki tunggakan. Hal ini dikarenakan tidak di imbangi dengan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak (Rasuluddin, 2017).
Pengetahuan perpajakan merupakan suatu proses wajib pajak memiliki wawasan di bidang perpajakan dan mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi ketentuan tata cara penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda serta batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak tidak akan menentukan perilakunya dengan tepat (Veronica, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016)  Nugroho et al (2016) Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi. Namun, penelitian Fitrianingsih et al., (2018) tidak sejalan yang mengungkapkan bahwa Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Sanksi pajak dibuat agar mendukung wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi merupakan hukum negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukum negatif kepada orang yang melakukan pelanggaran peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan (Cindy dan Yenni, 2013). 
Hasil penelitian Husnurrosyidah dan Nuraini (2017), Dewi dan Jati (2018) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penegakan sanksi yang tegas dan pelayanan yang baik  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak serta sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulanginya lagi. Ini disebabkan oleh sanksi pajak yang hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan dalam pelanggaran tersebut belum ditindak lanjuti dengan tegas oleh aparat pemerintah. Kejadian tersebutlah  yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan semata. 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela ( Arisa dan Noviari, 2017). Dengan adanya pemahaman yang baik tentang pengetahuan dan sanksi perpajakan di harapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017), Putri dan Setiawan (2017) menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan membuat wajib pajak itu patuh. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rorong et al., (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. 

Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti pengetahuan dan sanksi pajak. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Dompu karena berdasarkan penelitian sebelumnya yang  pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti di daerah lain hasilnya beragam atau tidak konsisten dari waktu ke waktu sehingga peneliti ingin mengetahui apakah di Kabupaten Dompu hasilnya sama dengan di daerah lain atau memiliki perbedaan, dan sebab itulah peneliti tertarik mengangkat penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Dompu dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA
Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan adalah proses mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau sekelompok wajib pajak dapat mendewasakan manusia dengan upaya pelatihan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak serta melakukan pembayaran pajak dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan (Wardani dan Wati (2018). Setiap wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Transparansi dalam perpajakan pun perlu di lakukan agar Wajib Pajak mengetahui Pajak yang mereka bayarkan, sehingga wajib pajak mengerti arti penting pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menghindari perbuatan penghindaran pajak secara illegal (Wardani dan Wati (2018).
Penelitian yang dilakukan oleh Finting et al., (2017)  pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak tentang cara memenuhi kewajiban perpajakan dan peranan pajak dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk wajib pajak tanpa pengetahuan wajib pajak tidak akan melaporkan/membayarkan pajaknya. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak bisa mengalami peningkatan. Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, masyarakat akan berpikiran terbuka, bahwa pajak adalah murni digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara dan rakyatnya, dengan pemahaman pajak, tingkat korupsi dan penipuan yang mungkin bias terjadi dapat diminimalkan, secara bersamaan, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat (Subandi dan Fadhil, 2018).
Ha1  : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi merupakan hukuman negative bagi pelanggar peraturan. Sanksi menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan dan menjadi penyebab yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Purnamasari et al., 2018). Sanksi pajak merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi agar memenuhi aturan yang ditetapkan. Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan atau yang melakukan pelanggaran seperti kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda atau sanksi pidana dapat diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Nafiah dan Warno, 2013). Hukuman atas kecurangan pajak adalah sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan yang diberikan atas kecurangan tersebut di harapkan dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya yang dimana membayar pajak itu sendiri merupakan hal penting bagi Negara. 
Penelitin Arifin (2019) menunjukan bahwa Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Semakin baik dan tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samira (2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang dihasilkan oleh sanksi pajak dapat mempengaruhi pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menaikkan angka kepatuhan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Septarini (2015) bahwa Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.
Oleh sebab itu, sanksi pajak di duga dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
Ha2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak memoderasi Pengetahuan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang telah di atur oleh pemerintah maupun manfaat dari wajib pajak membayar pajak untuk kehidupan mereka (Ananda, 2015). Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Dengan pengetahuan tersebut, wajib pajak dapat menyadari akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah (Wardani dan Wati, 2018). Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengetahuan pajak karena dengan memiliki pengetahuan pajak sebelumnya yang dimana pengetahuan pajak beragam mulai dari pajak tersebut digunakan, cara pemungutan pajak hingga ada sanksi administrasi dan sanksi pidana yang dapat menjerat para pelaku kecurangan atau pelanggaran perpajakan sehingga mampu membuat wajib pajak menyadari akan pentingnya membayar pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. 
Penelitian Hartana dan Merkusiwati (2018) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin meningkat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghassani (2019) kesadaran pajak dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan maka akanada kesadaran wajib pajak dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan yang ingin dicapai.
Ha3 : Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak memoderasi Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Nugroho et al (2016) Tingkat kesadaran wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya karena pada kenyataannya tidak banyak orang yang secara sadar akan kewajiban perpajakannya dan mengerti essensi dari pajak itu sendiri melainkan hampir sebagian besar orang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya memenuhi ketentuan yang sudah ada. Dengan mengetahui sanksi yang telah di terapkan oleh pemerintah daerah bukan hal yang tidak mungkin dapat membuat wajib pajak takut akan melanggar peraturan perpajakan karena mengingat sanksi yang diterapkan cukup tegas dengan sanksi pidana atau sanksi administrasi yang dikenakan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan.
Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi sehingga dapat mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan perpajakannya, maka akan dikenakan sanksi yang telah di atur oleh pemerintah, baik itu sanksi administrasi maupun Sanksi pidana. Dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Samira (2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang dihasilkan oleh sanksi pajak dapat mempengaruhi pula kesadaran wajib pajak sehingga dapat menaikkan angka kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Septarini (2015) bahwa Sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin berat dan efektif sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.
Ha4 : Kesadaran wajib pajak dapat memoderasi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rerangka Penelitian
Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka disusunlah rerangka penelitian sebagai berikut:
Pengetahuan Wajib Pajak


Kepatuhan Wajib Pajak



Sanksi Pajak




Kesadaran Wajib Pajak




Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODOLOGI
Populasi merupakan wilayah generelisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakter atau kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Dompu yang menerima ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun (Rizky, 2019). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar dan peniliti tidak dapat mempelajari semua yang ada didalam populasi maka peneliti dapat mengambil sampel dari populasi tersebut (Tyas, 2019). Dalam penelitian ini mengambil 4 Kecamatan, yaitu Wajib Pajak di Kecamatan Woja, Kecamatan Pajo, Kecamatan Hu’u dan Kecamatan Dompu dengan prosedur pengambilan sampel secara Purposive. Purposive Sampling merupakan sampel yang berdasarkan keputusan peneliti dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Ciri-ciri tersebut adalah berdasarkan Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan (Wijayanti & Sasongko, 2017). Berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sehingga didapatkan total sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Pembagian sampel kemudian di lakukan secara proporsional per kecamatan sesuai dengan jumlah wajib pajaknya. Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner didistribusikan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner yang dibagikan terdiri atas 6 bagian. Bagian pertama meliputi identitas responden dan disusul dengan bagian kedua hingga keenam yang berisi pertanyaan terkait instrumen-instrumen variabel penelitian.
Teknik analisis data tahap pertama yaitu pembahasan demografi responden. Selain itu, pengukuran kualitas data diverifikasi dengan uji validitas dan reliabilitas yang masing-masing digunakan untuk mengukur keabsahan kuesioner dan menguji suatu indikator suatu variabel atau konstruk. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup: a) Uji normalitas data, yang digunakan untuk mengetahui suatu model regresi yang terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Model regresi seharusnya memiliki data yang berdistribusi normal atau setidaknya mendekati normal, b) uji multikolinearitas, dimana tidak ada atau tidak ada korelasi linier antara dua atau lebih variabel bebas, c) uji heteroskedastisitas, yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat varians residual yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2016). Sedangkan uji regresi berganda digunakan sebagai model analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan penjelasan tersebut maka model regresi linier sebagai berikut:
Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat menggunakan rumus sebagai berikut;


Y = α + β1X1 + β2X2 + ei
Keterangan : 
Y   	= Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 
X1 	= Pengetahuan Wajib Pajak
X2 	= Sanksi Pajak
β1- β2 = Koefisien Regresi
α 	= Konstanta 
ei 	= Error Estimasi
Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka digunakan rumus;
Y = α + β1X1 + β2X2 + βZ+ ei
Keterangan;
Y 	= Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2
X1 	= Pengetahuan Wajib pajak
X2 	= Sanksi Pajak
Z   	= Kesadaran Wajib Pajak
β1-β2 = Koefisien Regresi
α 	= Konstanta 
ei 	= Error Estimasi

HASIL PENELITIAN
Karakteristik Responden
Suatu jawaban responden dapat dijadikan sebagai data penelitian apabila jawaban  tersebut memiliki karakteristik subjektif atau tanpa mendiskusikannya dengan orang lain,  dikembalikan tepat waktu dan dijawab secara lengkap. Pengumpulan  data  kuesioner  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara menyebarkan secara langsung kepada wajib pajak di 4 kecamatan di Kabupaten Dompu. Responden dalam penelitian ini berjumlah 114 wajib pajak dikarenakan untuk menghindari data error maka di tambahkan 14 orang, semakin dekat dengan jumlah populasi  maka semakin baik data yang diperoleh. Pendistribusian  kuesioner  ditujukan  pada  responden  yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:






Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
	No.
	Pendidikan
	Frekuensi
	Persentase(%)

	  1.
	Tidak Sekolah
	1
	00,87%

	  2.
	Tidak Tamat SD/Sederajat
	0
	0

	  3.
	Tamat SD/Sederajat
	11
	9,64%

	  4.
	Tamat SLTP/Sederajat
	22
	19,29%

	  5.
	Tamat SLTA
	47
	41,22%

	  6.
	Tamat D1/D2/D3
	7
	6,14%

	  7.
	Tamat S1
	25
	21,92%

	  8.
	Tamat S2
	1
	00,87%

	  9.
	Tamat S3
	0
	0

	
	Total
	114
	100%


Sumber: Data Primer diolah Tahun 2020
Berdasarkan tabel 1 di atas, responden yang mengisi Kuesioner Penelitian sebanyak 1 wajib pajak atau 00,87% tidak bersekolah, 11 wajib pajak atau 9,64% berpendidikan SD/Sederajat, 22 wajib pajak atau 19,29% berpendidikan SLTP/Sederajat, 47 wajib pajak atau 41,22% berpendidikan SLTA/Sederajat, 7 wajib pajak atau 6,14% berpendidikan D1/D2/D3, 25 wajib pajak atau 21,92% berpendidikan S1, dan sebanyak 1 wajib pajak atau 00,87% berpendidikan S2. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak yang berpendidikan SLTA lebih mendominasi yaitu sebanyak 47 wajib pajak atau 41,22%. 

Analisis Statistik Deskriptif
	Pada bagian ini akan disajikan statistika deskriptif dari variable independent, dependent maupun variable moderator. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penegtahuan wajib pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran penerimaan PBB-P2. Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 21.0 for windows. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan dalam penelitian ini. 
Tabel 2. Satatsitik deskriptif 
	Variabel
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Pengetahuan Wajib Pajak
	1.60
	5.00
	3.8895
	.64744

	Sanksi Pajak
	2.40
	5.00
	4.0298
	.59510

	Kepathuhan wajib pajak
	2.75
	5.00
	3.9496
	.54669

	Kesadaran Wajib Pajak
	2.57
	5.00
	4.0201
	.56471


 Sumber: Data Primer diolah Tahun 2021
Berdsarkan hasil perhitungan pada tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini untuk masing-masing variabel berjumlah 114 orang yang diperoleh dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Pajo, Kecamatan Woja, Kecamatan Hu’u dan Kecamatan Dompu. Tabel 4.5 di atas juga menunjukan bahwa rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif. Nilai rata-rata pengetahuan wajib pajak sebesar 3.8895. Nilai pengetahuan wajib pajak tertinggi yaitu 5 sedangkan terendah yaitu 1,6. Nilai standar deviasi (0.64744) yang lebih rendah dari nilai mean (3.8895) menunjukan bahwa pada variable pengetahuan wajib pajak memiliki sebaran yang tidak begitu besar. Nilai rata-rata dari nilai variable sanksi pajak sebesar 4.0298. Nilai tertinggi variable sanksi pajak 5 sedangkan terendah adalah 2,4. Hal ini menunjukan bahwa pada variable sanksi pajak memiliki sebaran yang tidak begitu besar karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya. Nilai rata-rata dari nilai variable kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran penerimaan PBB-P2 sebesar 3.9496. Nilai tertinggi variable kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran penerimaan PBB-P2 5 sedangkan terendah adalah 2,75. Hal ini menunjukan bahwa pada variable kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran penerimaan PBB-P2 memiliki sebaran yang tidak begitu besar karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya. Nilai rata-rata dari nilai variable kesadaran wajib pajak sebesar 4.0201. Nilai tertinggi variable kesadaran wajib pajak 5 sedangkan terendah adalah 2,57. Hal ini menunjukan bahwa pada variable kesadaran wajib pajak memiliki sebaran yang tidak begitu besar karena standar deviasi lebih kecil dari nilai mean-nya.

Uji Keabsahan Data
Berdasarkan Uji Validasi yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS, Berdasarkan Tabel 3 menunjukan bahwa pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak, memiliki pernyataan yang valid yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.














Tabel 3. Hasil Uji Validitas
	Variabel
	Pernyataan
	Nilai Sig.
	Alpha
	Keterangan

	Pengetahuan Wajib Pajak
	1
2
3
4
5
	0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
	0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
	Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

	Sanksi Wajib Pajak
	1
2
3
4
5
	0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
	0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
	Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak
	1
2
3
4
5
6
7
8
	0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
	0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
	Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

	Kesadaran Wajib Pajak
	1
2
3
4
5
6
7
	0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
	0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
	Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid


Sumber; Data Primer, diolah Tahun 2020
Selanjutnya, pengujian reliabilitas data menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6 yang artinya data reliabel. Ringkasan hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada Tabel 4

Tabel 4. Hasil Uji Reliabel
	Variabel
	Cronbach’s Alpha
	Nilai Kritis
	Keterangan

	Pengetahuan Wajib Pajak
	0,827
	0,60
	Reliabel

	Sanksi Pajak
	0,801
	0,60
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak
	0,791
	0,60
	Reliabel

	Kesadaran Wajib Pajak
	0,836
	0,60
	Reliabel


	      Sumber; Data Primer, diolah Tahun 2020
Hasil dari Uji Reliabel terhadap masing-masing pernyataan variabel pengukur, variabel penelitian pada tabel 4 menunjukan bahwa masing-masing pernyataan dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel atau handal. Setelah melakukan uji kualitas data, pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Ringkasan hasil pengujian normalitas data dimuat dalam Tabel 4. Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov mengindikasikan bahwa data pada model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi adalah 0,471 (>0,05).

Table 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorof-Sminov
	Asymp. Sig. (2-tailed)
	Alpha
	Keterangan

	0,471
	0,05
	Normal


		Sumber; Data Primer, diolah Tahun 2020.
Selanjutnya, hasil pengujian multikolinearitas dalam Tabel 6 menunjukkan nilai VIF masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Oleh karena itu, dapat dipastikan tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas
	Variabel
	VIF
	Tolerance
	Keterangaan

	Pengetahun Wajib Pajak
	2,143
	0,467
	Tidak ada Multikolonieritas

	Sanksi Pajak
	1,686
	0,593
	Tidak ada Multikolonieritas

	Kesadaran Wajb Pajak
	2,195
	0,456
	Tidak ada Multikolonieritas


Sumber; Data Primer, diolah Tahun 2020
Sementara itu, berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, nilai signifikansi semua variabel independen dalam penelitian ini lebih dari 0,05, yang berarti bahwa model regresi memenuhi asumsi haterokedastisitas atau model regresi mempunyai variasi data homogen. Tabel 7 berikut ini menunjukkan ringkasan hasil uji heteroskedastisitas.

Tabel 7. Tabel Uji Heteroskedastisitas
		Variabel
	Signifikansi
	Alpha
	Keterangan 

	Pengetahuan Wajib Pajak
	0,470
	0,05
	Tidak ada Heteroskedastisitas

	Sanksi Pajak
	0,706
	0,05
	Tidak ada Heteroskedastisitas

	Kesadaran Wajib Pajak
	0,970
	0,05
	Tidak ada Heteroskedastisitas



	

	Sumber; Data Primer, diolah Tahun 2020
	


Dalam penelitian ini menggunakan nilai beta unstandardized coefisients dalam menentukan persamaan regresi linier berganda. Pada dasarnya analisis ini digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat atau yang paling lemah.untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 8. sebagai berikut.




Tabel 8. Menentukan Persamaan Regresi
	Model
	Unstandardized koefisien
	t
	Sig.
	Keputusan

	
	B
	Standar Error
	
	
	

	
	a (konstanta)
	1.514
	.299
	5.064
	.000
	

	
	Pengetahuan Wajib Pajak
	.260
	.077
	3.366
	.001
	Terdukung

	
	Sanksi Pajak
	.353
	.084
	4.205
	.000
	Terdukung

	
	Pengetahuan wajib pajak dan Kesadaran WP Pemoderasi
	,032
	,005
	5,870
	,000
	Terdukung

	
	Sanksi Pajak dan Kesadara WP Pemoderasi
	,028
	,005
	6,012
	,000
	Terdukung

	
	Dependent Variable: 
	Kepatuhan Wajib Pajak
	

	
	n
	114
	
	
	
	

	
	Nilia R Squared
	0.368
	
	
	
	

	
	Koefisien Determinasi (R2)
	0.380
	
	
	
	

	
	Nilai F statistik
	33.947
	
	
	
	

	
	Probabilitas (F-Statistic)  
	0.000b
	
	
	
	




PEMBAHASAN
Pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil hipotesis pertama (Ha1) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa semua variabel independent yaitu pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran penerimaan PBB-P2 dan dengan nilai signifikan (p-value) sebesar 0,001 serta nilai koefesien regresi sebesar 0,260. Karena signifikansi nilai α lebih kecil dari 5% (0,001 ≤ 0,05) maka secara parsial variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran penerimaan PBB-P2.
Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, masyarakat akan berpikiran terbuka, bahwa pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara dan rakyatnya. Setiap wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang tercantum di dalam peraturan. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini berdasarkan hasil pernyataan kuesioner oleh responden menunjukan bahwa butir pernyataan (1) yaitu “saya mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara” dengan persentase (%) 90% dan sisanya dijelaskan dibutir pernyataan lainnya didalam variabel pengetahuan wajib pajak. Serta nilai rata-rata dari variabel pengetahuan wajib pajak adalah sebesar 77%. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, karena pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada pemerintah dan merupakan sumber terbesar penerimaan negara untuk pembangunan nasional.
Sanksi pajak berpengaruh dan kepatuhan wajib pajak. Hasil hipotesis kedua (Ha2) menunjukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F (simultan) dapat diketahui nilai F-hitung adalah sebesar 33,947 dan signifikansi F sebesar 0,000. Jadi Sig F ≤ 5%. Hal ini menunjukan bahwa semua variabel independent yaitu pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran penerimaan PBB-P2 dan nilai signifikan (p-value) sebesar 0,000 dan nilai koefesien regresi sebesar 0,353. Karena signifikansi nilai α lebih kecil dari 5% (0,000 ≤ 0,05) maka secara parsial variable sanksi pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran penerimaan PBB-P2. Sehingga (H0) ditolak dan (Ha2) diterima. Hal ini berdasarkan hasil pernyataan kuesioner oleh responden menunjukan bahwa butir pernyataan (2) yaitu “Menurut saya pengenaan sanksi pajak harus dilakukan dengan tegas kepada pelanggar pajak tanpa harus membeda-bedakan” dengan persentase (%) 86% dan sisanya dijelaskan dibutir pernyataan lainnya didalam variabel sanksi pajak. Serta nilai rata-rata dari sanksi pajak adalah sebesar 80,5% yang memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai rata-rata variabel-variabel lainnya. Wajib pajak memiliki pemikiran bahwa pengenaan sanksi haruslah dilakukan dengan tegas tanpa harus membeda-bedakan kalangan masyarakat karena pajak hukumnya wajib bagi setiap warga negara, dan apabila melakukan pelanggaran peraturan pajak maka harus siap dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Fungsi dari sanksi adalah sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi agar memenuhi aturan yang ditetapkan. 





Sanksi diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan atau yang melakukan pelanggaran seperti kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda atau sanksi pidana dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak variabel moderasi kesadaran wajib pajak. Hasil hipotesis ketiga (Ha3) bahwa pengaruh dari pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh moderasi kesadaran wajib pajak (pada tabel 4.16) menunjukan pengaruh yang signifikan (0,000 ≤ 0,05),  yang berarti kesadaran wajib pajak layak untuk menjadi variabel moderasi. Kesadaran wajib pajak dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan di dalam penelitian ini Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi Pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdasarkan hasil pernyataan kuesioner oleh responden menunjukan bahwa butir pernyataan (2) yaitu “saya selalu mengisi formulir pajak dengan benar” dengan persentase (%) 86% dan sisanya dijelaskan dibutir pernyataan lainnya didalam variabel kepatuhan wajib pajak. Serta nilai rata-rata dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 78%. Wajib pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar karena didampingi oleh petugas pajak yang turun langsung untuk melakukan pemungutan pajak, sehingga wajib pajak dapat terarahkan untuk mengisi formulir pembayaran pajak dan lebih patuh lagi karena dalam melakukan pembayaran pajak selalu di kontrol tiap tahunnya. Dengan pengetahuan dan diarahkan oleh petugas pajak tersebut, wajib pajak dapat menyadari akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah.
Sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dan pengaruh moderate kesadaran wajib pajak. Hasil hipotesis keempat (Ha4) menunjukan  bahwa pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh moderate kesadaran wajib pajak menunjukan  pengaruh yang signifikan (0,000 ≤ 0,05) (pada tabel 4.18),  yang berarti kesadaran wajib pajak layak untuk menjadi variable moderasi. Kesadaran wajib pajak dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara sanksi  pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian ditemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berdasarkan hasil pernyataan kuesioner oleh responden menunjukan bahwa butir pernyataan (1) yaitu “saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk pengabdian diri kepada negara” dengan persentase (%) 86% dan sisanya dijelaskan dibutir pernyataan lainnya didalam variabel kesadaran wajib pajak. Serta nilai rata-rata dari variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 80,4%. Wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan hal yang wajib karena dengan begitu warga negara dapat memberikan kontribusinya kepada negara untuk melancarkan roda pemerintahan. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengerti wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi sehingga dapat mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN
	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh Pengetahuan wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagi berikut; pertama, pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Dompu. Kedua, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Dompu. Ketiga, pengaruh pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi kesadaran wajib pajak. Keempat, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi kesadaran wajib pajak.
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